WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 2% TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu penghapusan
sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan tahun 2008 sampai dengan
tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota
Padang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Padang Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Padang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Padang Tahun 2021 Nomor 81);

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari penyelesaian
tunggakan, perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu

pembayaran;



Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 550);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang
Nomor 34); 5

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Padang Nomor 118);

9. Peraturan Daerah- Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan
Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Padang Nomor 99);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2021 tentang



Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 81) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Wali Kota menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 tahun 2008 sampai
dengan tahun 2021.

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli
2022 sampai dengan tanggal 30 SeptemPer 2022,

(3) Terhadap pembayaran yang dilakukan melewati tanggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian
dari utang pajak.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 dumi 2022

WALI KOT

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 duai 2022

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 25



